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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria memberikan batasan mengenai hak atas tanah yang dapat
dimiliki oleh orang asing, terutama mengenai tanah dengan status hak
milik. Pasal 21 ayat (1) UUPA mengatakan bahwa hanya Warga Negara
Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik. Namun dalam
praktiknya, marak ditemukan penguasaan hak milik atas tanah oleh orang
asing melalui perjanjian nominee seperti dalam kasus yang telah diputus
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA Nomor
3403 K/Pdt/2016 antara Karpika Wati melawan Alain Maurice Pons.
Perjanjian nominee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu
perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan
surat kuasa kepada orang asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum
terhadap tanah yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut
dengan istilah perwakilan atau pinjam nama.

Pembuatan perjanjian nominee tersebut tidak terlepas dari peran seorang
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT karena secara tidak langsung
terdapat suatu peralihan hak atas tanah dari WNI kepada orang asing.
Latar belakang di atas melahirkan pertanyaan hukum untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai peran PPAT dan kewenangannya untuk
mencegah terjadinya perjanjian nominee dengan menggunakan metode
yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti
menggunakan bahan pustaka yang lebih menekankan pada penggunaan
norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan untuk memberikan pemaparan analisis mengenai objek
penelitian disertai dengan pemberian solusi.

Kata Kunci: peran PPAT, peralihan hak atas tanah, perjanjian
nominee
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan tersebut
terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer yang dimaksud
adalah kebutuhan menyangkut sandang, pangan, dan papan.' Kebutuhan
papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah, yaitu bangunan
yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang bertujuan untuk
melindungi dari panas matahari, angin, hujan dan sebagainya.2 Sebagaimana
sifat alamiah manusia yang membutuhkan tempat tinggal, tentunya tempat
tinggal tersebut memerlukan tanah sebagai tempat berdirinya bangunan yang
akan didirikan tersebut. Segala aktivitas manusia tidak dapat dilepaskan dari
keberadaan tanah sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk
menjalani dan melanjutkan hidupnya.3 Tanah merupakan salah satu jenis
benda tetap yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata
kehidupan masyarakat.”

Selain itu, tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa
dimanfaatkan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dan perwujudan
kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam
khususnya tanah, maka kesejahteraan rakyat hanya bisa diperoleh apabila

setiap orang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama dapat mempunyai

Hartopo Heru Saputro, Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Berdasarkan Status Gizi Sekolah
Dasar Negeri 2 Tanahsari Tahun Pelajaram 2012/2013 Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen, http://eprints.uny.ac.id/14577/1/13.%20Hartopo%20Heru%20Saputro.pdf, diakses
pada 15 Februari 2019.

Nanang Pujo Raharjo, Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Studi kasus: Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah,
Mataram), http://eprints.undip.ac.id/23950/1/NANANG_PUJO_RAHARJO.pdf, diakses pada
15 Februari 2019.

Pandu Eka Pramuditya, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara Di Surakarta
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta), Jurnal Repertorium, Volume 3-Nomor 2, 2016,
halaman 107.

Muhammad Yusrizal, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal De Lega Lata, Volume 2-Nomor 1, 2017, halaman
114.



akses atau hubungan hukum dengan tanah dalam bentuk pemilikan atau
penguasaan tanah lainnya.’

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Tanah adalah
sumber kehidupan, kekuasaan dan kesejahteraan.’ Kesejahteraan rakyat
menjadi hal yang penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia karena hal
tersebut tertulis secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bahkan salah satu
tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum. Negara Indonesia adalah negara hukum kemakmuran
atau negara kesejahteraan (Welfare Staat), karena itu segala potensi yang ada
harus dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut melahirkan wewenang bagi negara
yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwasannya negara
menguasai bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Secara garis besar, Pasal 2 ayat (3) juga mengatakan
bahwa hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa
segala sesuatu yang berada di atas tanah maupun terkandung di dalamnya,
dikuasai oleh negara. Wewenang yang diberikan kepada negara ini tidak
semata-mata tanpa kewajiban. Negara memiliki wewenang yang bertujuan
agar penggunaan dan pembagian hasil kekayaan alam yang dimiliki, dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.’

Tanah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber daya alam utama,

yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia,

Abdurrahman, Tanah Untuk Masyarakat Ekonomi Lemah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum
Abdurrahman, Volume 14-Nomor 56, 2012.

H. Joni, Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Jurnal
Cakrawala Hukum, Volume 7-Nomor 1, 2016, halaman 123.

Halimatus Sa’diyah, Penyalahgunaan Fungsi Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Sebagai
Lahan Pertanian, https://media.neliti.com/media/publications/34674-ID-penyalahgunaan-
fungsi-tanah-dengan-hak-guna-bangunan-sebagai-lahan-pertanian-stu.pdf, diakses pada 16
Februari 2019.



juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara nasional *
Strategis karena berhubungan dengan beberapa aspek yaitu aspek sosial,
ekonomi, maupun politik.” Mulai dari aspek sosial, yaitu suatu tanah yang
digunakan kepentingan umum, harus memperhatikan dampak yang
ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap lingkungan, masyarakat dan negara.
Dari aspek ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat
mendatangkan kesejahteraan. Aspek politik, tanah dapat menentukan posisi
seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. "

Oleh karena itu, kebutuhan akan tanah semakin meningkat sejalan
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain
yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim dan
untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di
bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan
tanah bagi kepentingan umum, masyarakat dan badan hukum. Penting karena
hal tersebut menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut."!

Negara berkewajiban memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak
kepemilikan atas tanah bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Adanya
urgensi yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan
atas tanah tersebut guna menghindari semakin banyaknya permasalahan yang
terjadi. '> Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-
dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu,

Agus Surono, Fungsi Sosial Tanah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan,
2013), halaman 13.

Supra Note 6, halaman 123.

Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,
https://media.neliti.com/media/publications/43217-ID-kepemilikan-hak-atas-tanah-di-
indonesia.pdf, diakses pada 15 Februari 2019.

Ulfia Hasanah, Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3-Nomor 1, 2012,
halaman 1.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, Prinsip Kehati-Hatian Pejabat
Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat, Jurnal Hukum Ius
Quia Tustum, Volume 24-Nomor 3, 2017, halaman 468.



untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan
pendaftaran tanah.

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Pendaftaran tanah sangat diperlukan agar tanah yang melekat haknya
dapat memiliki kekuatan hukum kepada pemiliknya, hal tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk akta yaitu sebagai alat bukti yang mutlak, yang
tentunya didaftarkan kepada pihak yang berwewenang.”? Kegiatan
pendaftaran tanah ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang memang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
sejauh pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.
Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang
merupakan cikal bakal dari PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabataan PPAT."

Dewasa ini, peran PPAT sangat penting dalam perkembangan
pembangunan nasional di Indonesia, seperti dalam pembangunan hubungan
bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan
sebagainya. Dalam perkembangannya, peran PPAT menarik untuk
dibicarakan karena banyak kebutuhan akan bukti tertulis berupa akta otentik
yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat
akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Melalui
bukti tertulis yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin
kepastian hukum dan diharapkan agar terhindar dari terjadinya sengketa. > Di
dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT,
disebutkan bahwa:

13

Asri Agustiwi dan Bintara Sura Priambada, Kajian Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta
Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
Rechstaat Ilmu Hukum, Volume 8-Nomor 2, 2014, halaman 3.

Ratih Mega Puspa Sari dan Gunarto, Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual
Beli, Jurnal Akta, Volume 5-Nomor 1, 2018, halaman 242.

Herliyanti, = Tanggungjawab  PPAT  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli,
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199979-S21412-Herliyanti.pdf, (diakses pada 5
Februari 2019).



“(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

jual beli;

tukar menukar;

hibah;

pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

pembagian hak bersama;

pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

pemberian Hak Tanggungan;

pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.”

T e a0 o

Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang
dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum.'®
Berdasarkan kedua ayat tersebut, salah satu contoh perbuatan hukum yang
dapat dilakukan oleh seorang PPAT dalam kegiatan pendaftaran tanah dengan
membuat akta tersebut adalah dengan perbuatan jual beli. Jual beli merupakan
salah satu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan
hak atas tanah.'” Peralihan hak atas tanah adalah memindahkan atau
beralihnya penguasaan tanah yang semula milik seseorang atau sekelompok
masyarakat ke masyarakat lainnya. Beralihnya kepemilikan sebidang tanah
kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu.'®

Pengaturan terkait dengan hak atas tanah terdapat dalam UUPA.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa hak-hak atas tanah
terdiri dari:

“a. hak milik,
b. hak guna usaha,

c. hak guna bangunan,
d. hak pakai,

18

Mohammad Jeffry Maulidi, Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah
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(Studi Di Kabupaten Lombok Tengah), Jurnal Ius, Volume 5-Nomor 3, 2017, halaman 418.
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e. hak sewa,

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

Kemudian, UUPA mengatur lebih lanjut dalam hal kepemilikan hak
atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA,

dikatakan bahwa:

“(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu
satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak
milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan
tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak
lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Dari ketentuan UUPA yang sudah diuraikan tersebut, maka hak milik
pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi warganegara Indonesia (WNI) saja
yang berkewarganegaraan tunggal.'’ Namun, terdapat sebuah fenomena yang
terjadi antara Karpika Wati dengan Alain Maurice Pons yaitu terjadinya
peralihan hak milik atas tanah dari WNI kepada orang asing melalui
perjanjian nominee yang dibuat di hadapan PPAT. Kasus tersebut didasarkan
pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3403
K/Pdt/2016. Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa hak milik atas tanah
hanya dapat dimiliki oleh WNI tunggal. Beberapa hal tersebut menarik untuk
diteliti. Pertama, terjadi peralihan hak milik atas tanah kepada orang asing

dimana hal tersebut dilarang secara tegas di dalam peraturan perundang-

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanannya (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), halaman 286.



undangan. Kedua, terkait dengan perjanjian nominee yang keberadaannya
masih dipertanyakan di dalam sistem hukum Indonesia.*

Asal muasal kata nominee berasal dari Bahasa Inggris dan terdapat
dalam Black’s Law Dictionary yang artinya adalah seseorang ditunjuk
bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas. Ini
digunakan sewaktu-waktu untuk ditandatangani oleh agen atau orang
kepercayaan. Perjanjian nominee merupakan suatu upaya untuk memberikan
kemungkinan bagi orang asing untuk memiliki hak milik atas tanah yang
dilarang oleh UUPA dengan jalan menggunakan kedok melakukan jual beli
atas nama WNI, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahi peraturan.2 L
Jika dilihat sepintas, perjanjian nominee tidak menyalahi aturan perundang-
undangan yang berlaku karena tidak dalam bentuk pemindahan hak melalui
jual beli.

Tetapi apabila isi perjanjian tersebut ditelaah, secara tidak langsung
dimaksudkan untuk mengalihkan atau memindahkan hak atas tanah yang
berupa hak milik kepada orang asing.”> Perjanjian nominee sering juga
disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat
pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak. Orang asing
meminjam nama WNI untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah
pada sertifikatnya, tetapi kemudian WNI berdasarkan akta pernyataan yang
dibuatnya mengingkari bahwa pemilik sebenarnya adalah orang asing selaku
pihak yang mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut dan
penguasaannya dilakukan atau diwakilkan kepada orang asing tersebut.”

Peralihan hak-hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan PPAT,

karena dalam pemindahan hak atas tanah melalui jual beli, maupun melalui

20
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pewarisan, pemisahan hak bersama, dan yang lainnya untuk memperoleh
kepastian hukum atas bidang tanah memerlukan perangkat hukum yang
tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, untuk menjamin kepastian
hukum atas tanah dan PPAT berperan mengokohkan suatu perbuatan hukum

atas tanah.?*

Keberadaan praktik pembuatan perjanjian nominee ini menjadi dilema
tersendiri bagi Negara Indonesia, karena pada dasarnya perjanjian nominee
tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hukum
perjanjian  Indonesia.”® Dengan maraknya perjanjian nominee ini
mengakibatkan tanah berstatus hak milik di Indonesia secara tidak langsung
dimiliki oleh orang asing. Singkatnya, dapat ditarik simpulan bahwa terdapat
beberapa permasalahan yang menjadi urgensi untuk diadakannya penelitian
ini, yakni (1) peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah; (2) kewenangan
PPAT untuk mencegah terjadinya perjanjian nominee; dan (3) akibat hukum
yang terjadi akibat adanya perjanjian nominee yang telah dibuktikan dengan

akta PPAT.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis melihat perlunya
penelitian untuk membahas permasalahan hukum yang diuraikan dalam
sebuah penulisan hukum yang berjudul “PERAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
penulis dapat merumuskan beberapa pernyataan yang disertai dengan masing-

masing rumusan masalahnya, antara lain:

1. Bagaimana peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah?

24
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2. Apakah PPAT mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya
perjanjian nominee?
3. Apa akibat hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian nominee yang

telah dibuktikan dengan akta PPAT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan

di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah;

2. Untuk mengetahui apakah PPAT mempunyai kewenangan untuk
mencegah terjadinya perjanjian nominee,

3. Untuk memahami akibat hukum yang akan timbul dari adanya

perjanjian nominee yang telah dibuktikan dengan akta PPAT.
Kemudian, berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini:

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang
berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas
khususnya memahami peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah;
memahami pengaturan mengenai peran PPAT, peralihan hak atas tanah, dan
perjanjian nominee di dalam UUPA dan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan PPAT; serta memahami akibat hukum yang timbul dari

adanya perjanjian nominee yang telah dibuktikan dengan akta PPAT.
Metode Pencelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam
mendapatkan pengetahuan ilmiah. Selain itu, metode penelitian adalah cara

sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.*® Jenis metode penelitian
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tersebut terdiri dari, metode penelitian yuridis normatif, yuridis sosiologis.?’
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis akan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-
norma hukum tertulis.”® Penulis menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, karena suatu penelitian hukum yang lengkap harus dimulai dengan
suatu inventarisasi tentang peraturan-peraturan hukum positif yang
bersangkutan.”’  Selain itu, penelittan hukum normatif memiliki
kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana
melihat hukum dari sudut pandang normanya.30 Berdasarkan hal tersebut,
maka penulis hendak meneliti normanya. Dalam penelitian ini, penulis akan
berfokus untuk meneliti dan menganalisis mengenai peran PPAT dalam

peralihan hak atas tanah.

Penulis mencoba menyusun langkah-langkah yang akan digunakan
untuk meneliti masalah tersebut. Pertama-tama, dengan pendekatan UUPA,
PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Peraturan
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia dan
KUHPerdata. Kedua, penulis akan mengkaji terkait dengan proses peralihan

hak atas tanah.
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E. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab.

Berikut penjelasan singkat mengenai isi dari masing-masing bab:

Pada Bab Pertama tentang Pendahuluan akan diuraikan mengenai (1) latar
belakang dari masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu
penelitian; (2) rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan
hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan dan
manfaat penelitian yang dibuat berdasarkan rumusan masalah; (4) metode
penelitian yang memuat tentang metode apa yang akan digunakan untuk
meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini; serta (5)

sistematika penulisan yang memuat kerangka penulisan setiap babnya.

Pada Bab Kedua tentang Tinjauan Yuridis Tentang Peran PPAT Dalam
Peralihan Hak Atas Tanah akan diuraikan mengenai macam-macam hak atas
tanah yang dimuat dalam Pasal 16 UUPA. Mulai dari pengertian, penetapan
atau isi, subyek, waktu dan hapusnya. Kemudian akan diuraikan mengenai
proses terjadinya peralihan hak atas tanah secara rinci dan jelas, kewenangan
PPAT dan keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum

Indonesia.

Pada Bab Ketiga tentang Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dituangkan Dalam
Perjanjian Nominee akan diuraikan mengenai peralihan hak atas tanah yang
dituangkan dalam nominee. Perjanjian nominee yang akan dibahas mulai dari
keberadaannya sampai dengan sah atau tidak di dalam sistem hukum
Indonesia. Dalam bab ini, literatur yang akan digunakan penulis sebagai
referensi berdasarkan bahan yang telah diuraikan dalam bagian Metode
Penelitian adalah KUH Perdata, serta jurnal yang berjudul (1) Kekuatan
Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah; (2)
Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan

Terbatas; dan (3) Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan
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Perjanjian  Pinjam  Nama  (Nominee) @ Di  wilayah  Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pada Bab Keempat tentang Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dituangkan
Dalam Perjanjian Nominee akan diuraikan secara lengkap dan terperinci
mengenai hasil terkait dengan peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah.
Dari Bab I, II dan III yang telah diuraikan, maka penulis akan membahas
untuk menjawab permasalahan yang menjadi urgensi penelitian, yaitu peran
dan kewenangan PPAT untuk mengalihkan hak atas tanah melalui perjanjian
nominee. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai akibat hukum
dari yang terjadi akibat adanya perjanjian nominee yang telah dibuktikan

dengan akta PPAT.

Pada Bab Kelima tentang Kesimpulan Dan Saran akan diuraikan mengenai
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis atas
permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam bagian latar
belakang dan pertanyaan-pertanyaan di dalam bagian rumusan masalah.
Kesimpulan tersebut berisi jawaban dari permasalahan hukum yang telah
diteliti yang didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data, serta
analisis dan pendapat ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini
hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan masyarakat.
Kesimpulan tersebut juga berisi mengenai saran yang berisi usul atau
pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan yang bersifat

menyarankan dan didasarkan pada temuan hasil penelitian.
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